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Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Di —

1.

Surakarta

Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang — Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI1/2019
tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
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e.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota;

Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/2314/SJ
Hal Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Walikota
yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota dimohon untuk

memperhatikan hal —hal sebagai berikut:

a.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak berstatus
sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal
27 s.d. 29 Agustus 2024;

Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada
keterangan huruf b dan huruf ¢ di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat
Bupati dan Penjabat Walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar administrasi



pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-
lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon;
e. Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada
tahapan pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan
Tahun 2024 , KPU Kota Surakarta agar senantiasa berkoordinasi dengan

Bawaslu Kota Surakarta dan pihak-pihak terkait.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Arsip.



